BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR .2. TAHUN 2Q26

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


Personal
Typewritten text
2026

Personal
Typewritten text
  2


10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
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15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :

. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

. Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas; dan

. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai
berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.802.579.318.946,24
b. Belanja Rp. 2.643.511.032.939,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Surplus/Defisit Rp. (159.068.286.007,24)

Pembiayaan Daerah

a.
b.

Penerimaan Rp. 113.186.714.051,45
Pengeluaran Rp. 7.500.000.000,00
Pembiayaan netto Rp. 105.686.714.051,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp 264.755.000.058,69
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(103.072.798.779,08) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.905.652.117.725,32
b. Realisasi Rp. 2.802.579.318.946,24
(Selisih Lebih/Kurang) Rp. (103.072.798.779,08)
Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp(367.827.798.838,06) dengan perincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 3.011.338.831.777,06
b. Realisasi Rp. 2.643.511.032.939,00
(Selisih Lebih/Kurang) Rp. (367.827.798.838,00)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(264.755.000.058,98) dengan perincian sebagai berikut :

a.Surplus/defisit dengan perubahan Rp. (105.686.714.051,74)
b.Realisasi Rp. 159.068.286.007,24
(Selisih lebih /Kurang) Rp. (264.755.000.058,98)
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,29) dengan perincian sebagai berikut:
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 113.186.714.051,74
b.Realisasi Rp. 113.186.714.051,45
(Selisih Lebih/Kurang) Rp. (0,29)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut :
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.500.000.000,00
b. Realisasi Rp. 7.500.000.000,00
(Selisih Lebih /Kurang) Rp. (0,00)
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6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp(0,29) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 105.686.714.051,74
b. Realisasi Rp. 105.686.714.051,45
(Selisih Lebih /Kurang) Rp. (0,29)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
2025 adalah sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 113.186.714.051,74
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 113.186.714.051,45
Sub Total Rp. 0,29
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 264.755.000.058,69
Sub Total Rp. 264.755.000.058,98
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. (0,29)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 264.755.000.058,69
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.336.099.688.366,90

b. Jumlah Kewajiban Rp. 40.527.077.614,64

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.295.572.610.752,26
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO Rp. 2.462.698.270.620,97
b. Beban Rp. 2.303.338.155.537,84
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional Rp. 159.360.115.083,13
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Operasional Rp. 0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 159.360.115.083,13
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. 0,00
g. Surplus/defisit -LO Rp. 158.777.248.083,13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2025 Rp. 113.186.714.051,74
b. Koreksi Silpa Rp. (0,29)
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 450.324.198.920,24
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (298.755.912.913,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
f. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 65.095.887,74
g. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025 Rp. 264.820.095.946,43
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 3.006.143.269.008,92

b. Surplus/defisit - LO Rp. 158.777.248.083,13

c. Koreksi ekuitas lainnya Rp. 130.652.093.660,21

d. Ekuitas Akhir Rp. 3.295.572.610.752,26
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Lampiran I. 1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Lampiran I. 2
Lampiran I. 3
Lampiran I. 4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1
Lampiran XX.2

: Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan

pembiayaan

: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

: Laporan Operasional

: Laporan Perubahan Ekuitas

: Neraca

: Laporan Arus Kas

: Catatan atas Laporan Keuangan

: Daftar Rekapitulasi Piutang

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

: Daftar Dana Cadangan Daerah

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang

: Daftar sub kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah
: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 14 september 2026
BUPATI SIMALUNGUN,

ANTON AHMAD SARAGIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 14 September 2026
PEMERINTAHAN KAB. SIMALUNGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) w
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

%

Relt(?:\?ng URAIAN ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
1 2 3 4 5 = (4/3)*100 6

4 PENDAPATAN DAERAH 2.905.652.117.725,32| 2.802.579.318.946,24 96,45| 2.646.959.901.844,96
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.971.278.663,93 287.515.330.890,24 102,32 219.944.520.964,96
4.1.01 Pajak Daerah 205.495.195.692,00 205.995.136.182,00 100,24 151.774.759.464,00
4.1.02 Retribusi Daerah 6.038.440.966,00 4.343.283.279,00 71,92 3.151.160.835,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
4.1.03 Dipisahkan 22.984.918.125,00 22.984.918.125,00 100,00 20.272.583.191,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 46.452.723.880,93 54.191.993.304,24 116,66 44.746.017.474,96

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 280.971.278.663,93 287.515.330.890,24 102,32 219.944.520.964,96
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.586.092.530.162,71| 2.481.041.824.180,00 95,93| 2.394.298.529.632,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00| 1.952.092.380.987,00
4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

(DBH) 0,00 0,00 0,00 77.997.860.510,00
4.2.01.01.02 |Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(DAU) 0,00 0,00 0,00| 1.334.875.047.531,00
4.2.01.01.03 [Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik 0,00 0,00 0,00 204.755.773.878,00
4.2.01.01.04 [Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik 0,00 0,00 0,00 334.463.699.068,00
4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 80.142.451.000,00 74.753.539.800,00 93,27 0,00
4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.491.714.477.000,00( 1.505.898.079.984,00 100,95 0,00
4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 429.334.682.418,71 397.208.623.208,00 92,51 0,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA

PERIMBANGAN 2.001.191.610.418,71| 1.977.860.242.992,00 98,83 1.952.092.380.987,00
4.2.01.05 Dana Desa 332.760.518.000,00 264.200.487.148,00 79,39 343.668.854.000,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER

PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 332.760.518.000,00 264.200.487.148,00 79,39 343.668.854.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 252.140.401.744,00 238.981.094.040,00 94,78 98.537.294.645,00
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 203.068.295.370,00 189.908.987.666,00 93,51 98.537.294.645,00
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 49.072.106.374,00 49.072.106.374,00 100,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR

DAERAH 252.140.401.744,00 238.981.094.040,00 94,78 98.537.294.645,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.586.092.530.162,71| 2.481.041.824.180,00 95,93| 2.394.298.529.632,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
43 SAH 38.588.308.898,68 34.022.163.876,00 88,16 32.716.851.248,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
4.3.03 Ketentuan Peraturan Perundang- 38.588.308.898,68 34.022.163.876,00 88,16 32.716.851.248,00

JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 38.588.308.898,68 34.022.163.876,00 88,16 32.716.851.248,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.905.652.117.725,32| 2.802.579.318.946,24 96,45| 2.646.959.901.844,96
5 BELANJA DAERAH 3.011.338.831.777,06| 2.643.511.032.939,00 87,78| 2.657.709.012.035,83
5.1 BELANJA OPERASI 2.165.536.480.916,86( 1.903.191.395.823,00 87,88| 1.792.094.066.702,63
5.1.01 Belanja Pegawai 1.356.639.921.836,17| 1.176.138.593.451,00 86,69 964.985.141.154,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.534.251.580,69 688.336.827.754,00 89,56 725.004.496.544,63
5.1.05 Belanja Hibah 39.733.357.500,00 38.157.474.618,00 96,03 101.603.079.004,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 628.950.000,00 558.500.000,00 88,79 501.350.000,00

JUMLAH BELANJA OPERASI 2.165.536.480.916,86| 1.903.191.395.823,00 87,88 1.792.094.066.702,63
5.2 BELANJA MODAL 314.047.380.220,20 291.290.325.913,00 92,75 342.561.963.087,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.986.181.550,00 58.911.262.046,00 95,03 107.661.000.057,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 73.202.143.081,00 68.257.309.278,00 93,24 76.995.108.180,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.572.222.566,20 135.455.575.766,00 89,96 134.990.437.486,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.848.333.023,00 28.424.703.823,00 102,06 22.915.417.364,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 438.500.000,00 241.475.000,00 55,06 0,00

JUMLAH BELARGKUUIBDAY (elan ditandatangansacgae skt90ls 61enass 196y b5 9abelekronik o 75| 342.561.963.087,00
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5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 32.027.096.574,00 17.802.727.800,00 55,58 20.843.392.248,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 32.027.096.574,00 17.802.727.800,00 55,58 20.843.392.248,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 32.027.096.574,00 17.802.727.800,00 55,58 20.843.392.248,00

5.4 BELANJA TRANSFER 499.727.874.066,00 431.226.583.403,00 86,29 502.209.589.998,20
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

5.4.01.01 Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 10.971.574.266,00 10.659.992.569,00 97,16 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

5.4.01.02 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 158.540.735.998,20
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah

5.4.02.02 Kabupaten/Kota 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daeran

5.4.02.05 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 488.756.299.800,00 420.066.590.834,00 85,94 343.668.854.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER 499.727.874.066,00 431.226.583.403,00 86,29 502.209.589.998,20
JUMLAH BELANJA 3.011.338.831.777,06| 2.643.511.032.939,00 87,78| 2.657.709.012.035,83
SURPLUS/DEFISIT (105.686.714.051,74) 159.068.286.007,24 (150,50) (10.749.110.190,87)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 105.686.714.051,74 105.686.714.051,45 99,99 123.935.824.242,61

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 113.186.714.051,74 113.186.714.051,45 99,99 130.935.824.242,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

6.1.01 Sebelumnya 113.186.714.051,74 113.186.714.051,45 99,99 130.935.824.242,61
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 113.186.714.051,74 113.186.714.051,45 99,99 130.935.824.242,61

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 7.000.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 7.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 7.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 105.686.714.051,74 105.686.714.051,45 99,99 123.935.824.242,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 264.755.000.058,69 0,00 113.186.714.051,74

Pamatang Raya, 14 September 2026

BUPATI SIMALUNGUN

ANTON ACHMAD SARAGIH
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